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TAHUN 2022
KATA PENGANTAR
	


Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Wara Nugraha-Nya, maka Perubahan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2021 dapat diselesaikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,  mengamanatkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk wajib menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

Perubahan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2022 ini tidak terlepas dengan kendala-kendala teknis yang dihadapi, namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut dengan langkah-langkah antisipatif melalui koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.  Mudah-mudahan RENJA ini dapat memberikan informasi untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar pada tahun-tahun berikutnya.
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P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang




Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah sebagai rencana kerja tahunan. Undang- undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  Daerah (Perubahan RKPD). 



Sebagai tindak lanjutnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta mengacu pada hasil Musrenbang. 




Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II. Di dalam perubahan Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan  yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya Perubahan Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya.

 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar juga diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2022. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan di Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja SKPD sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renja OPD

b. Penyusunan Rancangan Renja OPD

c. Pelaksanaan Forum OPD

d. Penetapan Renja OPD
Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Keterkaitan Renja OPD dengan Dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen yang ada diatasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan  RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJM, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. 

Keterkaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat di Lihat Pada Gambar di Bawah ini :
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1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2020 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar:
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang  Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025;

10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah;

13. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 21 Desember 2012 No. 44 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Denpasar  ( Berita Daerah Nomor 44 Tahun  2012);

14. Peraturan Walikota Denpasar nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar.

15. Peraturan Walikota Denpasar No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomer 78 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021
1.3.
Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2022 :

· Menjabarkan Sasaran dan Program yang telah tertuang di dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dalam bentuk kegiatan Tahunan agar efektif dan terarahnya pelaksanaan program serta menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar 
Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

· untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

1.4 Sistematika Penyajian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I 
PENDAHULUAN


Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja secara ringkas yang mencakup, antara lain :

1.1 Latar Belakang , Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah
1.2 Landasan Hukum, Memuat penjelasan tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
1.3 Maksud dan Tujuan ,Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah
1.4 Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II 
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI TRIWULAN II
2.1. 
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sampai Triwulan II 


Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sampai Triwulan II (April) mengacu pada APBD 

BAB III 
RENCANA  KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1. 
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar


Dalam bab ini menyajikan rumusan Rencana Program dan Kegiatan di Tahun 2022 beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.
BAB IV 
PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome pada tingkat sasaran dan kegiatan. 

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara lebih langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator output.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar selama tahun 2022. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022, secara keseluruhan program dan kegiatan sudah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dikarenakan adanya beberapa rasionalisasi / pergeseran kegiatan yang telah ditetapkan yang mana hal tersebut disebabkan adanya pandemic wabah covid 19, sehingga kegiatan yang telah ditetapkan harus dirasionalisasi untuk menunjang biaya penanganan wabah covid 19 di Kota Denpasar

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan ll TA. 2022 dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah di targetkan dan sudah tercapai  22,30 % sedangkan keuangannya realisasinya sebesar 22.76%. 
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran  yang direncanakan

Dalam pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan target kegiatan belum dapat berjalan secara optimal dari target yang telah ditetapkan. 

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan

Faktor – faktor penghambat  pencapaian nilai akhir kinerja sasaran adalah  
»
Masih adanya ras kekhawatiran akan tertularnya virus corona (covid 19).

»
Belum optimalnya penerapan kebiasaan baru .

»
Belum sepenuhnya pulih keadaan ekonomi di Kota Denpasar .
Faktor – faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan adalah :

»
Adanya Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

»
Penerapan Adaptasi kebiasaan Baru dengan bantuan teknologi informasi 

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk  mempermudah masyarakat berpartisipasi didalam pembangunan khususnya di Kota Denpasar. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi akan dapat meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien dan efektif sehingga Meningkatkan Pelayanan Publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) Guna Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas (Smart city)
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut 
Strategi pemecahan masalahnya adalah :

»
Tersediannya pembiayaan yang cukup akan mempermudah tercapainya target yang telah ditetapkan. 



Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar  sampai dengan Triwulan II (April)  Tahun 2022 adalah sebagaimana tersaji dalam table 2.1 berikut :
Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 Kota Denpasar

	No
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
	Target Tahun 2022
	Realisasi Fisik s/d Triwulan II (April) tahun 2022

	
	
	
	K
	Rp
	K
	Rp

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	1.


	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
	Persentase Terpenuhinya pemenuhan Kebutuhan ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
	
	6.977.827.756
	
	1.733.493.246

	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
	Persentase Terpenuhinya pemenuhan Kebutuhan ASN di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
	
	
	
	

	
	-  
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN 
	36%
	5.553.188.146
	32%
	1.437.838.552

	
	Kegiatan Administrasi Umum  Perangkat Daerah
	Persentase Terpenuhinya pemenuhan Kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
	
	
	
	

	
	-  
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Persentase Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

	36%
	  648.613.248
	25%
	 151.723.316

	
	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Persentase Tersediannya Peralatan Rumah Tangga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
	32%
	  75.704.912
	25%
	19.551.524

	
	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Persentase tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan
	37%
	54.504.300
	20%
	6.050.000

	
	-
	Sub Kegiatan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Persentase tersediannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	44%
	26.950.000
	
	-

	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase’’Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah   Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
	
	
	
	

	
	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Persentase Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	35%
	394.587.150
	15%
	85.792.854

	
	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Persentase Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya
	38%
	224.280.000
	17%
	32.537.000

	2.
	Program Informasi dan Komunikasi Publik
	Persentase Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat
	
	1.884.766.493
	
	440.284.999

	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Pembangunan Kota Denpasar kepada masyarakat
	
	
	
	

	
	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	Jumlah Informasi berupa berita dan video
	33%
	550.977.068
	20%
	123.379.956

	
	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Persentase Masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting laiinya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran 
	35%
	979.559.041
	30%
	221.827.435

	
	-
	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
	Persentase  peningkatan pelayanan Informasi Publik melalui kerjasama media
	42%
	316.829.784
	30%
	86.674.108

	
	-
	Sub Kegiatan Penyelenggara -an Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
	Jumlah Publikasi Media Sosial
	
	 37.400.600
	20%
	8.403.500

	3.
	Program Aplikasi Informatika
	Persentase Pemanfaatan penggunaan Teknologi Informasi oleh pemerintah
	
	3.603.387.340
	
	729.863.695

	
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
	Persentase Terpenuhinya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah  Kota Denpasar
	
	
	
	

	
	-
	Sub Kegiatan Penyelengaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK
	27%
	2.634.912.708
	25%
	612.137.851

	
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase Terpenuhinya Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar
	
	
	
	

	
	-
	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Jumlah Ketersediaan Kajian Rencana Induk 
	22%
	136.839.108
	25%
	23.635.036

	
	-
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Jumlah Inovasi di Kota Denpasar
	70%
	185.783.908
	25%
	22.579.836

	
	-
	Sub Kegiatan Penyelenggara-an Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
	Persentase Aplikasi / Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi
	69%
	190.703.908
	25%
	24.397.836

	
	-
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas
	Jumlah Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Bidang Komunikasi
	99%
	 84.189.000
	27%
	2.817.000

	
	-
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	Persentase terlaksananya  Layanan Government Cloud Commputing
	32%
	370.958.708
	25%
	44.296.136

	URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK

	4.
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	 Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar
	
	    175.835.922
	
	    19.043.624

	
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota
	Persentase Layanan Sistem Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar
	
	
	
	

	
	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Denpasar Membangun
	27%
	95.848.122
	15%
	18.130.824

	
	-
	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral


	Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Profil
	24%
	79.987.800
	15%
	912.800

	5.
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 
	Persentase  Terselenggaranya Persandiaan untuk Pengamanan Informasi  di Lingkup  Pemerintah Kota Denpasar
	
	  395.512.216
	
	 44.004.072

	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
	Persentase  Terselenggaranya Persandiaan untuk Pengamanan Informasi  di Lingkup  Pemerintah Kota Denpasar
	
	
	
	

	
	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
	Persentase  Terselenggaranya Persandiaan untuk Pengamanan Informasi  di Lingkup  Pemerintah Kota Denpasar
	32%
	395.512.216
	30%
	44.004.072

	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
	43.78%
	 13.037.329.727
	22.30%
	2.966.689.636


2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016, Dinas Komunikasi,, Informatika dan Statistik memperoleh Tipe A dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. urusan tersebut antara lain: 
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Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam hal komunikasi dan informatika serta melaksanakan urusan di bidang Statistik dan Persandian
Mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong Masyarakat Denpasar  menuju masyarakat informasi.

Pengembangan sistem manajemen organisasi jaringan sebagai suatu upaya untuk dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (public-private partnership), memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan
Terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju  e-Government. Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Diharapkan Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
Penyelenggaraan urusan di bidang Statistik,  Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar saat ini berupa mengumpulkan data statistik sektoral.  Data Statistik Sektoral adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan  Badan Pusat Statistik. Data dapat berupa angka, symbol, karakter, suara, gambar, dll yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Manfaat yang akan diperoleh antara lain adalah untuk mengetahui kecendrungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan. 

Penyelenggaraan urusan persandian yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar yaitu melaksanakan keamanan informasi. Keamanan Informasi berupa Keamanan Sistem informasi dalam lingkup Pemerintah Kota Denpasar. Pentingnya keamanan informasi  untuk  meminimalisir  aksi kejahatan di dunia maya yang perlu di sikapi secara cermat. Kasus keamanan informasi  antara lain kasus hacking dan penambahan nama domain. Pelaku tindak pidana dapat menemukan celah keamanan informasi dalam Sistem Pendaftaran Nama Domain dan kemudian menambahkan beberapa Nama Domain untuk digunakan sendiri tanpa melalui prosedur pendaftaran yang sah (memberikan KTP dan membayar). Terhadap perbuatan pelaku, dapat diancam pasal akses ilegal (Pasal 30 UU ITE) dan perubahan data (Pasal 32 UU ITE).

2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  Kota Denpasar
Kota Denpasar merupakan Ibukota dari Provinsi Bali dengan luasan mencapai 127,78 meter persegi. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk (Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2021) penduduk Kota Denpasar pada tahun 2020 berjumlah 962 900 jiwa yang terdiri dari 491 500 penduduk laki-laki (50,02%) dan 471 400 penduduk perempuan (49,97%) dengan kepadatan penduduk 5.099,40/km2. Kota Denpasar berkembang sebagai pusat dari berbagai macam kegiatan, baik di bidang pendidikan, pemerintahan, perdagangan, maupun pariwisata di Provinsi Bali. Kondisi tersebut akan meningkatkan minat penduduk di luar Kota Denpasar sendiri maupun penduduk di luar pulau Bali untuk datang sebagai wisatawan maupun dalam rangka mencari lapangan pekerjaan. Selain itu peningkatan jumlah penduduk terutama akibat arus urbanisasi akan berdampak positif terhadap aktivitas perekonomian di Kota Denpasar. Perkembangan wilayah Kota Denpasar tidak bisa lepas dengan pertumbuhan daerah penyangga di sekitar Kota Denpasar seperti di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Kedua kabupaten tetangga itu mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, sehingga wilayah Kota Denpasar yang berbatasan langsung dengannya semakin berkembang menjadi pusat – pusat kegiatan baru.
Komunikasi dan informasi memegang peranan penting dalam jaman global. Melalui informasi dan komunikasi dunia seakan tidak terbatas lagi oleh batas administrasi. Peralatan untuk menyajikan informasi dan komunikasi juga semakin canggih dan beragam, sehingga semua kejadian disuatu daerah dapat diketahui dengan seketika diwilayah lainnya. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa barang siapa yang menguasai informasi dan komunikasi maka ia akan menguasai dunia. Selain itu urusan lain yang dilaksanakan yaitu Statistik  Sektoral yang meliputi penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah dan urusan wajib komunikasi informatika statistik dan persandian dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar dilaksanankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. 
Beberapa Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan komunikasi, informasi, Statistik dan Persandian di Kota Denpasar :
a. Pembangunan jaringan internet yang belum menjangkau seluruh Perangkat Daerah Kota Denpasar guna mendukung Smart City :
· Masih adanya beberapa Perangkat Daerah  yang belum mendapatkan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik di Kota Denpasar
b. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan public guna mendukung Smart City:
· Belum Optimalnya Integrasi Data Center dari masing-masing Perangkat Daerah

· Belum Optimalnya pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi berbasis Mobile

c. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana di bidang teknologi Komunikasi dan Informatika
· Belum Optimalnya pemenuhan Kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana di Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika
d. Belum Optimalnya Data Statistik Sektoral di Kota Denpasar
· Belum Optimalnya ketersediaan data dan informasi untuk pemenuhan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan daerah
· Belum Optimalnya system informasi data dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah
e. Belum Optimalnya pelaksanaan Keamanan Informasi di Kota Denpasar

· Gangguan terhadap Sistem Informasi
2.3.1
Analisis (SWOT)

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar memiliki kewenangan otonomi dengan tugas pokok merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sistem e-government Kota Denpasar. Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya – upaya strategis guna mampu menjawab tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan internal pemerintahan. Untuk itu perlu dikaji kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi upaya – upaya strategis.
Tabel 3.1 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan (SWOT)
	Internal

    Eksternal
	Kekuatan/Strenght (S)

1. Pimpinan leadership yang kapabel dan aspiratif

2. Sumber daya Aparatur yang memadai 

3. Kecenderungan pendapatan daerah yang terus meningkat

4. Pemerintah Daerah telah menggunakan teknologi sistem informasi

5. Komitmen Pimpinan untuk mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas (smart city)

	Kelemahan/Weakness (W)

1. Sarana dan Prasarana Perkotaan Belum memadai

2. Mekanisme SOP belum lengkap

3. SDM berlatar belakang IT belum terorganisir dengan baik

	Peluang/Oportunity (O)

1. Adanya pelimpahan urusan / kewenangan yang luas kepada pemerintah Daerah

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat

3. Banyaknya Sumber dan Narasumber untuk pembelajaran di bidang TIK
	Strategi (S-O)

1. Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif mendorong pengembangan kota 

1. Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsive dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang luas

2. pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan laju perekonomian.

3. Optimalisasi penggunaan teknologi system informasi dalam mendukung pegembangan kota dan mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas (smart City)

	Strategi (W-O)

1. Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan 

2. Peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

3. Pengorganisasian SDM berlatar belakang IT bisa memanfaatkan ketersediaan konsultan e-Government

	Tantangan/Threat (T)

1. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat

2. Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan Informatif
3. Dinamika masyarakat yang menuntut
4. Penurunan Luas Lahan Hijau

	Strategi (S-T)

1. Manfaatkan leadership pimpinan agar mengarahkan SDM untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang terbaru
2. Manfaatkan ketersediaan (S) untuk pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif   
3. Pengembangan Infrastruktur Kota yang berbasis lingkungan


	Strategi (W-T)

1. Hindari kesalahan distribusi dan penempatan SDM yang tidak sesuai ketrampilan untuk mengurangi dampak  perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat

2. Hindari kelemahan sistem pengembangan serta pengelolaan data yang belum terintegrasi dan handal untuk mengurangi ketidakpuasan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif

3. Peningkatan partisiasi masyarakat dalam pembangunan




2.3.c
Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional



Apabila isu-isu strategis yang ada melalui strategi-strategi dan arah kebijakan yang dipersiapkan mampu dipenuhi dan berjalan dengan baik dalam mengatasi segala hambatan dan permasalahan yang ada, maka capaian visi dan misi kepala daerah, dan capaian program nasional tentunya akan tercapai dengan baik, oleh karenanya dibutuhkan komitmen dari pihak-pihak yang berkompeten untuk mensukseskannya.

2.3.d.
Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Analisis Internal dan Eksternal

KEKUATAN.



Sebagaimana di ketahui bahwa, paradigma baru telah muncul di tengah masyarakat yang semakin proaktif dalam pelaksanaan pembangunan khususnya masyarakat yang ada di daerah, kondisi ini muncul sebagai akibat berlakunya otonomi daerah yang menimbulkan dampak di berbagai sektor, baik perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan  informasi maupun perkembangan kehidupan sosial lainnya. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik  Kota Denpasar sejak berdiri sampai sekarang, pada dasarnya sudah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti apa yang tertuang dalam visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar.

 
Adapun Potensi / kekuatan yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah :

1) E-government Kota Denpasar dikelola oleh satu unit khusus yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

2) Pimpinan Pemkot memiliki e-leadership.

3) Adanya regulasi daerah terkait kebijakan TIK dan e-Government.

4) Adanya kesadaran untuk merekrut SDM TIK.

5) Banyaknya aplikasi yang dibangun SKPD.

6) Infrastruktur jaringan Intranet sudah ada.

7) Infrastruktur jaringan Internet sudah sampai ke seluruh SKPD dan Kecamatan.

8) Memiliki sumber daya memadai untuk pembangunan e-govt dan smart city.

9) Beberapa kali mendapatkan award dan nominasi untuk pembangunan e-govt.

KELEMAHAN.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai beberapa kelemahan baik pada bidang sarana dan prasarana maupun bidang pelayanan umum/masyarakat Adapun kelemahannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Belum optimalnya sinergi antar SKPD untuk pembangunan e-govt.

2) Belum cukupnya regulasi daerah untuk pembangunan e-govt.

3) SDM TIK belum merata dan belum termanfaatkan dibidang TIK.

4) Belum terintegrasinya pembangunan e-govt.

5) Belum tersedianya prasarana TIK untuk memastikan Bussiness Continuity Plan terlaksana.

6) Belum adanya data center yang sesuai standar.

7) Belum adanya data recovery center dan government cloud storage yang sesuai standar.

8) Belum adanya sistem pengamanan data dan informasi yang memadai.

PELUANG

Adapun peluang yang dimanfaatkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar adalah :

1) Persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaan nasional.

2) Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. 

3) Peningkatan peran e-government dalam membangun Smart City.

4) Tren dan perkembangan teknologi yang sangat cepat

TANTANGAN

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah :

1) Kesinambungan pembangunan e-goverment akibat dinamika politik di pucuk pimpinan.

2) Kurangnya kesadaran  publik tentang tata cara memanfaatkan layanan e-govt.

3) Kondisi lingkungan untuk pembangunan infrastruktur jaringan.

4) Peningkatan tuntutan kinerja aparat untuk layanan masyarakat yang baik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN
3.1.
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan Kota Denpasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Provinsi Bali maupun Nasional. Oleh karena itu, pokok-pokok arahan pembangunan provinsi dan nasional yang terkait dengan pengembangan Kota Denpasar menjadi masukan dalam penyusunan dokumen rencana tingkat kota dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas pembangunan. 

Hal ini membutuhkan aparatur yang profesional, etos kerja dan komitmen yang tinggi disertai dukungan sistem teknologi informasi yang handal, sehingga dapat menjamin kinerja pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik serta menciptakan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik karena pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan optimal apabila ditunjang oleh tata pemerintahan yang baik.
Isu tata kelola pemerintahan antara lain terfokus pada belum optimalnya regulasi dan proses administrasi, kurangnya koordinasi antar lembaga/institusi, serta belum optimalnya pengadaan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Bappeda sebagai salah satu lembaga teknis daerah memiliki peran pokok dalam membangun koordinasi antar institusi. Oleh karena itu salah satu peran koordinasi dimantapkan melalui kegiatan rapat koordinasi di setiap bidang.

3.2. 
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun  2022
Sejalan dengan Visi Kota Denpasar tahun 2021 – 2026 yaitu “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju” dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terdapat dalam Misi No 4 yaitu Unggul Dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana. Dalam kebijakan pembangunan Kota Denpasar tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi dalam pengembangan insfratruktur di Kota Denpasar, sasarannya dengan mewujudkan kualitas prima SDM, membina daya saing daerah, melaksanakan  penghargaan  pemerintah, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi menuju  keseimbangan  pembangunan  berbasis  Tri Hita Karana.
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melakukan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai  oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar  sebagai dasar pencapaian visi dan misi adalah :

“ Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Mendukung Terwujudnya Denpasar Sebagai Kota Cerdas (Smart City) ”
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang menjadi dasar tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Meningkatnya keamanan informasi. 

3. Meningkatnya akses dan kualitas komunikasi publik

4. Meningkatnya Layanan Informasi Publik

5. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah
6. Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
Rumusan strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dikemukan tersebut di atas, diperlukan strategi dan kebijakan yang merupakan arah politik (political will) dari Pemerintah Kota Denpasar. Adapun strategi yang dilakukan yaitu: Meningkatkan pemanfaatan teknologi yang mendukung smart city / smart society.

Arah Kebijakan Untuk mewujudkan Tujuan yang diinginkan tersebut di atas maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar telah menetapkan Kebijakan yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Denpasar dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2021 – 2026 sebagai berikut : Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam masyarakat melalui pembelajaran cerdas.
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yeng telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2022 tetap mengacu pada Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar akan tetapi Program dan Kegiatannya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana dalam Peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut terjadi Perubahan komposisi klasifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi sebagai berikut :
 SEMULA

	-
	Program
	Kegiatan



MENJADI

	Program
	Kegiatan
	Sub Kegiatan

	Menerjemahkan sub urusan
	Menerjemahkan Kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
	Menerjemahkan aktivitas/layanan



Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022 sebagai berikut:

 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan administrasi, sarana dan prasarana terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan sehingga tercapainya efektifitas dan efisien
a. Kegiatan 

: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


Sub Kegiatan
: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Kegiatan 

: Administrasi Umum Perangkat Daerah


Sub Kegiatan
: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor


Sub Kegiatan
: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Sub Kegiatan
: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Sub Kegiatan
: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Kegiatan 
: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


Sub Kegiatan
: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan




:
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Program ini bertujuan untuk Desiminasi Informasi kepada masyarakat

a. Kegiatan 
:
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


Sub Kegiatan
:
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik




:
Pengelolaan Media Komunikasi Publik




:
Layanan Hubungan Media



: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
3. Program APLIKASI INFORMATIKA

Program ini bertujuan Memanfaatkan Penggunaan Teknologi Informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya.

a. Kegiatan 
:
Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 


Sub Kegiatan
:
Penyelenggaraan Sistem  Jaringan Intra Pemerintah Daerah

b. Kegiatan 
:
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


Sub Kegiatan
:
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik




:
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik




:
Penyelenggaraan Sistem Penghubung layanan pemerintah




:
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas



:
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 

4.  Program PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

a. Kegiatan 
:
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan
:
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Sub Kegiatan
:
Membangun Metadata Statistik Sektoral

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 

5.  Program PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

b. Kegiatan 
:
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
:
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mencapai sasaran dan Tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, Adapun Rencana Kerja Perubahan yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Informatika Tahun 2022 yang akan diusulkan di Sub Kegiatan lebih lanjut dijabarkan dalam Tabel 3.1
Tabel 3.1

Perubahan Rencana Program / Kegiatan dan Pendanaan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

 Tahun 2022
	NO
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
	Target
 Capaian 

	Pagu Perwali Nomor 78 Tahun 2021
	Pagu Usulan Perubahan

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	1.


	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
	Persentase Terpenuhinya pemenuhan Kebutuhan ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar 

	
	
	

	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
	Persentase Terpenuhinya pemenuhan Kebutuhan ASN di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
	
	
	

	
	-  
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN
	100%
	5.553.188.146
	5.553.188.146

	
	Kegiatan Administrasi Umum  Perangkat Daerah
	Persentase Terpenuhinya pemenuhan Kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
	
	
	

	
	-  
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Persentase Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
	100%
	648.613.248
	648.613.248

	
	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Persentase Tersediannya Peralatan Rumah Tangga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
	100%
	75.704.912
	75.704.912

	
	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Persentase tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan 
	100%
	54.504.300
	54.504.300

	
	-
	Sub Kegiatan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Persentase tersediannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	100%
	26.950.000
	26.950.000

	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase’’Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah   Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
	
	
	

	
	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Persentase Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	100%
	394.587.150
	394.587.150

	
	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Persentase Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya
	100%
	224.280.000
	224.280.000

	2.
	Program Informasi dan Komunikasi Publik
	Persentase Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat 
	
	
	

	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Pembangunan Kota Denpasar kepada masyarakat
	
	
	

	
	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik


	Jumlah Informasi berupa berita dan video
	100% 

(1 Laporan)
	550.977.068
	550.977.068

	
	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Persentase Masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting laiinya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran
	100%
	979.559.041
	979.559.041

	
	-
	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
	Persentase  peningkatan pelayanan Informasi Publik melalui kerjasama media
	100%
	316.829.784
	316.829.784

	
	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
	Jumlah Publikasi Media Sosial
	100%
	 37.400.600
	 37.400.600

	3.
	Program Aplikasi Informatika
	Persentase Pemanfaatan penggunaan Teknologi Informasi oleh pemerintah
	
	
	

	
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
	Persentase Terpenuhinya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah  Kota Denpasar
	
	
	

	
	-
	Sub Kegiatan Penyelengaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK
	100%
	2.634.912.708
	2.634.912.708

	
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase Terpenuhinya Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar
	
	
	

	
	-
	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Jumlah Ketersediaan Kajian Rencana Induk 
	100%
	 136.839.108
	 136.839.108

	
	-
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Jumlah Inovasi di Kota Denpasar
	100%
	 185.783.908
	185.783.908

	
	-
	Sub Kegiatan Penyelenggara-an Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
	Persentase Aplikasi / Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi
	100%

(1 kali)
	190.703.908
	190.703.908

	
	-
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas 
	Jumlah Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Bidang Komunikasi
	100%
	84.189.000
	84.189.000

	
	-
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah


	Persentase terlaksananya  Layanan Government Cloud Commputing
	100

(1 Layanan)
	370.958.708
	370.958.708

	URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK

	5.
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar
	
	
	

	
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota
	Persentase Layanan Sistem Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar
	
	
	

	
	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Denpasar Membangun
	
	95.848.122
	95.848.122

	
	-
	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
	Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Profil
	
	79.987.800
	79.987.800

	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN

	4.
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 
	Persentase  Terselenggaranya Persandiaan untuk Pengamanan Informasi  di Lingkup  Pemerintah Kota Denpasar
	
	
	

	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
	Persentase  Terselenggaranya Persandiaan untuk Pengamanan Informasi  di Lingkup  Pemerintah Kota Denpasar
	
	
	

	
	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
	Persentase  Terselenggaranya Persandiaan untuk Pengamanan Informasi  di Lingkup  Pemerintah Kota Denpasar
	100

(2 Kali)
	395.512.216
	486.407.216

	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
	
	12.435.675.777
	12.526.570.777


BAB V

P E N U T U P
Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar 2022 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan selama perubahan tahun 2022 di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar  Tahun 2022 mengacu kepada Renja Tahun 2022, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II tahun anggaran.

Dalam Anggaran Induk Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar  melaksanakan 5  (Lima) program , 8 (Kegiatan) kegiatan dan 20 (Dua Puluh ) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.037.329.727,- dan di dalam anggaran perubahan diusulkan penambahan dana sebesar Rp. 271.279.618 sehingga menjadi  Rp. 13.498.975.557, dengan pelaksanaan 4  (empat) program , 7 (Tujuh) kegiatan dan 17 (Tujuh Belas). Penambahan Anggaran dimaksud agar tercapainya Sasaran dan Target yang telah ditetapkan .

 Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan  penunjang yang  diemban oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai salah satu opd di lingkup Pemerintah Kota Denpasar. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

Denpasar, 9 Mei 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Denpasar
Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta,SSTP,MSi
Pembina TK. I
NIP. 196605251993031010


Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah

Kota Denpasar Tahun 2022
	
	         PEMERINTAH KOTA DENPASAR
       DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 
Jalan Majapahit No. 1  Denpasar 80233   Telp. 431229

Website : www.denpasarkota.go.id      e-Mail : kominfo@denpasarkota.go.id



	No
	Jenis Kegiatan
	Hasil Pengendalian dan Evaluasi

	
	
	Kesesuaian
	Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian
	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak

	
	
	ada
	tidak
	
	

	(1)
	(2)
	 (3) 
	(4)
	(5)
	 (6) 

	1
	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.
	(
	 
	 
	 

	2
	Pengolahan data dan informasi.
	 (
	 
	 
	 

	3
	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar
	 (
	 
	 
	 

	4
	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun 2021 sampai dengan Triwulan II berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar.
	 (
	 
	 
	 

	5
	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar
	 (
	 
	 
	 

	6
	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2021.
	 (
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

	7
	Perumusan tujuan dan sasaran.
	 (
	 
	 
	 

	8
	Penelaahan usulan masyarakat.
	 (
	 
	 
	 

	9
	Perumusan kegiatan prioritas.
	 (
	 
	 
	 

	10
	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar
	 -
	 
	 
	 

	10.a
	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.
	-
	 
	 
	 

	10.b
	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar
	(
	 
	 
	 

	10.c
	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.
	(
	 
	 
	 

	11
	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
	 (
	 
	 
	 

	12
	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar
	 (
	 
	 
	 

	13
	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.
	 (
	 
	 
	 

	14
	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.
	 (
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